SALINAN|

\

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 35 /Kpts/KPU/TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN INFORMASI BERUPA FORMULIR MODEL A3.KWK DALAM
PERATURAN KPU NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang - Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan
dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta
melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan KPU
Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan KPU, perlu ditetapkan
klasifikasi informasi yang termasuk dalam kategori
informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan Keputusan KPU tentang
Penectapan Informasi berupa Formulir Model A3. KWK dalam
Peraturan KPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran
Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagai Informasi yang
Dikecualikan di Lingkungan KPU

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
menjadi  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);



10.

9.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah
menjadi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 215 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015

tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam
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Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik;

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KESATU: Menetapkan Formulir Model A3. KWK dalam Peraturan KPU No. 4
Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai Informasi
yvang Dikecualikan di Lingkungan KPU
KEDUA : Jangka waktu pengecualian informasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:
1. Nama-nama yang tercantum dalam Formulir Model A3.KWK
Perseorangan memberikan persetujuan secara tertulis dan/atau
berkaitan dengan posisi nama-nama yang tercantum dalam
Formulir Model A3.KWK dalam jabatan-jabatan publik;
2. Berdasarkan amanat Undang - Undang No. 1 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang No. 8
Tahun 2015, dan telah diatur lebih lanjut melalui Peraturan
KPU No. 02 dan 04 Tahun 2015, Formulir Model A3.KWK
diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada
masyarakat selama jangka waktu yang telah ditentukan.
KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2016

KETUA,
ttd
HUSNI KAMIL MANIK
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Wakil Kepala Biro Hukum,
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